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Abstrak: Kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha di Indonesia merupakan
isu penting yang perlu dikaji secara mendalam, mengingat konsumen sering berada pada posisi yang
lemah dalam praktik transaksi, terutama akibat dominasi pelaku usaha dalam menentukan syarat-
syarat perjanjian serta keterbatasan konsumen dalam memahami hak-hak hukumnya. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum konsumen dalam hubungannya dengan
pelaku usaha, mengkaji bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsume dan KUH Perdata, serta menemukan kendala dan solusi dalam
mewujudkan keseimbangan kedudukan hukum antara kedua belah pihak. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual,
dan kasus, didukung oleh analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa literatur, peraturan
perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun
UUPK dan KUH Perdata telah memberikan perlindungan yang jelas bagi konsumen dan pelaku usaha,
praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan hukum, rendahnya
kesadaran hukum masyarakat, dan minimnya tanggung jawab sebagian pelaku usaha, sehingga
dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi hukum untuk menciptakan
hubungan yang adil, seimbang, dan harmonis antara konsumen dan pelaku usaha.
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1. Pendahuluan

Kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha merupakan
topik yang semakin mendapatkan perhatian seiring dengan meningkatnya dinamika
perdagangan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Konsumen tidak hanya
dipandang sebagai penerima akhir barang atau jasa, tetapi juga merupakan subjek
hukum yang memiliki hak-hak dasar untuk mendapatkan perlindungan. Sementara
itu, pelaku usaha memiliki posisi strategis dalam menyediakan produk sekaligus
kewajiban untuk menjamin keamanan, kualitas, dan kejujuran dalam setiap transaksi
(Patricia, 2024).
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Perkembangan teknologi, digitalisasi perdagangan, dan terbukanya pasar bebas telah
membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Di satu
sisi, konsumen memperoleh keuntungan karena semakin mudahnya mengakses dan
memperoleh barang maupun jasa. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga
menimbulkan kerentanan yang membuat konsumen berada dalam posisi lemah
dibandingkan pelaku usaha. Ketidakseimbangan ini tercermin dari dominasi pelaku
usaha dalam menguasai informasi, menentukan harga, serta mengendalikan
distribusi, yang pada akhirnya memunculkan praktik-praktik merugikan seperti iklan
menyesatkan, standar produk yang tidak sesuai, hingga perjanjian baku yang
memberatkan konsumen (Amory & Mudo, 2025).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK), khususnya Pasal 1 angka 3, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan
atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Definisi ini
menunjukkan bahwa cakupan pelaku usaha sangat luas, meliputi individu maupun
badan usaha, baik di bidang produksi, distribusi, maupun penyediaan jasa.

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu sisi membawa
dampak positif, antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi,
meningkatnya mutu barang dan jasa, serta tersedianya alternatif pilihan bagi
konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Namun di sisi lain, persaingan yang
semakin ketat juga menimbulkan dampak negatif, terutama ketika pelaku usaha
hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan sebesar-besarnya sesuai dengan
prinsip ekonomi. Dalam praktiknya, upaya mencari keuntungan tersebut sering
diwujudkan melalui perilaku bisnis yang justru berpotensi merugikan konsumen
(Tanjung et al., 2025).

Konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum dari kemungkinan kerugian
akibat praktik bisnis yang curang dan tidak sehat. Perlindungan konsumen di
Indonesia pada dasarnya merupakan isu yang relatif baru dalam perkembangan
peraturan perundang-undangan, meskipun wacana tentang pentingnya regulasi yang
komprehensif telah lama digaungkan. Sebelum lahirnya UUPK, praktik monopoli dan
ketiadaan instrumen perlindungan hukum telah menempatkan konsumen pada posisi
yang sangat lemah dalam menghadapi pelaku usaha. Tidak adanya alternatif pilihan
bagi konsumen, dominasi perjanjian baku yang cenderung merugikan, serta informasi
semu yang diberikan pelaku usaha, menjadi gambaran nyata betapa tidak
seimbangnya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di Indonesia. Lebih lanjut,
sistem peradilan yang dianggap rumit, bertele-tele, dan relatif mahal turut
memperburuk keadaan, karena konsumen seringkali tidak mengetahui secara jelas
apa yang menjadi hak-haknya maupun kewajibannya dalam hubungan hukum dengan
pelaku usaha. Akibatnya, banyak konsumen memilih untuk pasrah terhadap praktik
bisnis yang merugikan, sehingga semakin mempertegas ketidakberdayaan konsumen
di hadapan pelaku usaha yang lebih dominan (Widijantoro et al., 2020).
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Sistem hukum di Indonesia tidak hanya memberikan perlindungan bagi konsumen,
tetapi juga mengatur dan melindungi kepentingan pelaku usaha. Perlindungan hukum
terhadap pelaku usaha menjadi penting karena dalam menjalankan kegiatan bisnis,
pelaku usaha tidak hanya berkewajiban meme nuhi hak-hak konsumen, tetapi juga
memiliki hak yang diakui dan dijamin oleh hukum. Dalam konteks hukum perdata,
hubungan antara konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya adalah hubungan
kontraktual yang tunduk pada ketentuan Buku Il KUHPerdata tentang perikatan.
Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan
demikian, pelaku usaha berhak mendapatkan kepastian bahwa kontrak atau
perjanjian yang dibuat dengan konsumen harus dihormati, selama tidak bertentangan
dengan ketentuan hukum yang berlaku (Putri et al., 2025).

Pasal 6 UUPK secara jelas mengatur bahwa pelaku usaha berhak untuk menerima
pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan, memperoleh perlindungan hukum dari
konsumen yang beritikad tidak baik, serta melakukan pembelaan diri secara patut
dalam penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun
UUPK pada dasarnya mengatur perlindungan terhadap konsumen, namun juga tetap
memberikan jaminan hak-hak dasar bagi pelaku usaha agar tercipta keseimbangan
dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak (Setyawati et al., 2017).

Kaitannya dengan KUHPerdata, Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa
perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di
dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan
oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Ketentuan ini melindungi pelaku
usaha dari tuntutan yang berlebihan dari konsumen, selama pelaku usaha telah
menjalankan kewajibannya sesuai dengan norma kepatutan, kebiasaan yang berlaku,
dan ketentuan hukum. Dengan kata lain, hukum perdata memberikan batasan yang
jelas agar pelaku usaha tidak selalu diposisikan sebagai pihak yang salah dalam setiap
sengketa dengan konsumen (Saly & Putro, 2024).

Lebih jauh, sistem hukum juga memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk
mendapatkan perlindungan dari konsumen yang beritikad tidak baik. Pasal 7 huruf g
UUPK menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberi kompensasi atau ganti
rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang atau jasa.
Namun, di sisi lain, Pasal 19 ayat (5) UUPK juga menyatakan bahwa kewajiban
memberikan ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa
kerugian konsumen disebabkan oleh kesalahan konsumen sendiri. Dengan demikian,
hukum memberikan perlindungan timbal balik, di mana konsumen berhak atas ganti
rugi apabila dirugikan, namun pelaku usaha juga tidak dapat dibebani tanggung jawab
apabila kerugian tersebut akibat kelalaian atau kesalahan konsumen (Anugrah &
Setiawan, 2022).

Dalam konteks transaksi perjanjian, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha juga
dapat ditemukan pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya
perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat
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perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Apabila syarat-syarat ini
terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen adalah
sah dan mengikat. Artinya, pelaku usaha berhak menuntut agar konsumen memenuhi
kewajiban yang telah disepakati, misalnya membayar harga barang atau jasa sesuai
kontrak. Perlindungan ini sangat penting agar pelaku usaha tidak menjadi pihak yang
selalu dirugikan akibat wanprestasi dari konsumen (Kamilah et al., 2025).

Selain itu, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini berlaku bagi kedua belah pihak, baik
pelaku usaha maupun konsumen. Dengan adanya prinsip itikad baik, pelaku usaha
berhak menuntut konsumen agar bertindak jujur dan tidak menyalahgunakan
posisinya dalam setiap transaksi. Misalnya, konsumen tidak boleh menuntut ganti rugi
atas kerusakan barang yang terjadi akibat kelalaiannya sendiri, atau tidak boleh
menyalahgunakan kebijakan garansi yang diberikan oleh pelaku usaha. Dengan
demikian, hukum menempatkan pelaku usaha dan konsumen dalam posisi yang
seimbang.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha juga terlihat dari adanya ketentuan
dalam UUPK yang mengatur tentang hak untuk membela diri. Pasal 6 huruf ¢ UUPK
menyebutkan bahwa pelaku usaha berhak melakukan pembelaan diri secara patut
dalam penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini merupakan bentuk perlindungan
hukum yang konkret, karena dalam praktik seringkali pelaku usaha langsung
dianggap bersalah ketika terjadi sengketa. Dengan adanya hak pembelaan diri, pelaku
usaha diberi kesempatan yang adil untuk membuktikan bahwa dirinya telah
melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan hukum dan perjanjian dengan konsumen
(Saputra, 2019).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sistem hukum di Indonesia membangun
perlindungan hukum yang bersifat timbal balik antara konsumen dan pelaku usaha.
KUHPerdata memberikan dasar hukum mengenai perikatan, perjanjian, dan itikad
baik, yang menjadi landasan perlindungan bagi pelaku usaha agar hak-haknya
dihormati dalam setiap hubungan kontraktual. Sementara itu, UUPK melengkapi
dengan mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha secara spesifik, termasuk hak atas
perlindungan hukum, pembayaran sesuai kesepakatan, serta hak untuk membela diri.
Keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya
berpihak pada konsumen, tetapi juga menjaga kepentingan pelaku usaha agar
tercipta keseimbangan dalam hubungan hukum di bidang perdagangan (Halim, 2022).

Kajian mengenai hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha di Indonesia
pada umumnya masih berfokus pada perlindungan konsumen semata, khususnya
mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam
UUPK. Sementara itu, aspek perlindungan hukum bagi pelaku usaha sendiri masih
jarang dikaji secara mendalam. Kebanyakan literatur hanya menempatkan pelaku
usaha sebagai pihak yang berpotensi merugikan konsumen tanpa memperhatikan
bahwa pelaku usaha juga memiliki hak-hak hukum yang dijamin oleh KUH Perdata
maupun UUPK, seperti hak untuk menerima pembayaran sesuai perjanjian, hak atas
perlindungan dari konsumen yang beritikad tidak baik, dan hak untuk melakukan
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pembelaan diri. Kekosongan penelitian ini menimbulkan kesan bahwa sistem hukum
Indonesia hanya berpihak pada konsumen, padahal secara normatif hukum telah
mengatur keseimbangan posisi antara kedua belah pihak. Dengan demikian, terdapat
celah penelitian (research gap) untuk mengkaji ulang bagaimana kedudukan
konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha di Indonesia, tidak hanya
dari perspektif perlindungan konsumen, tetapi juga dalam kerangka perlindungan
hukum yang adil dan timbal balik bagi pelaku usaha (Sholihan et al., 2024).

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang
tidak hanya menyoroti kedudukan konsumen sebagai subjek yang lemah dan perlu
dilindungi, tetapi juga mengaitkan dengan perlindungan hukum yang diberikan
kepada pelaku usaha. Penelitian ini menempatkan hubungan hukum antara
konsumen dan pelaku usaha sebagai suatu sistem yang saling terkait, di mana kedua
belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam koridor hukum perdata
dan UUPK. Dengan menyoroti aspek perlindungan timbal balik, penelitian ini
berupaya memberikan kontribusi ilmiah berupa model analisis keseimbangan
kedudukan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Hal ini berbeda dari penelitian
sebelumnya yang cenderung bias ke arah perlindungan konsumen saja. Oleh karena
itu, novelty penelitian ini adalah menawarkan perspektif baru bahwa perlindungan
konsumen tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap pelaku usaha, sehingga
tercipta hubungan hukum yang berkeadilan, seimbang, dan adaptif terhadap
perkembangan perdagangan modern, termasuk transaksi berbasis digital
(Kriswandaru, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini
berfokus pada bagaimana kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan
pelaku usaha di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dan
pelaku usaha menurut UUPK dan KUH Perdata dan bagaimana kendala dan solusi
dalam menciptakan keseimbangan kedudukan hukum antara konsumen dan pelaku
usaha (Masrukhin, 2023).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian
hukum yang berfokus pada norma atau kaidah hukum positif yang berlaku. Data
utama diperoleh dari bahan hukum primer berupa KUH Perdata, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta peraturan
perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan
bahan hukum sekunder, yaitu literatur, buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian
terdahulu yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Analisis dilakukan secara kualitatif, yakni dengan menelaah dan menginterpretasikan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum untuk menemukan
pemahaman komprehensif mengenai kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam
hubungan hukum di Indonesia (Wiraguna, 2024).
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3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di
Indonesia

Kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha merupakan
aspek penting dalam sistem perlindungan hukum di Indonesia. Dalam praktiknya,
konsumen sering berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha,
baik dari sisi pengetahuan, akses informasi, maupun kekuatan tawar-menawar. Hal ini
menyebabkan terjadinya hubungan yang tidak seimbang, sehingga berpotensi
menimbulkan kerugian di pihak konsumen apabila tidak ada regulasi yang tegas dan
mekanisme perlindungan yang memadai (Sinaga et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai
instrumen hukum yang menegaskan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku
usaha, dengan tujuan menciptakan hubungan yang seimbang dan adil. Melalui
regulasi ini, negara berupaya memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, serta
perlindungan terhadap konsumen agar tidak dirugikan dalam transaksi dengan pelaku
usaha. Oleh karena itu, memahami kedudukan konsumen dalam hubungan hukum
dengan pelaku usaha menjadi penting untuk melihat sejauh mana perlindungan
hukum tersebut dapat berjalan secara efektif (Halim, 2022).

Upaya memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia telah diregulasikan
ke dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK). Dalam Pasal 4 UUPK konsumen memiliki hak sebagai berikut (Kriswandaru,
2024):

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian
bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan yang
memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala
bahaya mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau
mengonsumsi produk;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih
produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari
pihak luar;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa, hal ini sangat penting karena tidak memadainya informasi
yang disampaikan kepada konsumen dapat juga merupakan salah satu bentuk
cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi
yang tidak memadai;

d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini tentu saja dimaksudkan
untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan
produk, dengan melalui jalur hukum;
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e. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak konsumen
ini memegang peranan penting agar konsumen dapat lebih mengetahui dan
memahami peranannya sebagai pelaku pasar yang bertanggung jawab;

f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif, artinya bahwa setiap konsumen memiliki hak yang sama
berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945;

g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya. Pasal 19 Ayat (1) UUPK secara tegas memberikan
jaminan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, seperti pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang
sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

h. Hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini
memberikan pengertian bahwa hak-hak konsumen tidak terbatas hanya
sebagaimana diatur dalam UUPK, tetapi dimungkin ada hak-hak konsumen
tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain,
seperti misalnya peraturan perundang-undangan terkait perbankan, kesehatan
dan lain sebagainya.

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya lahir dari
perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Pasal 1457 KUHPer
menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang telah dijanjikan. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa
hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha didasarkan pada kesepakatan, namun
dalam kenyataannya konsumen sering kali tidak memiliki posisi tawar yang seimbang
dalam menentukan isi perjanjian (Fauzi & Ansari, 2020).

Kelemahan posisi konsumen semakin nyata dalam praktik perjanjian baku atau
standard contract yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Dalam situasi ini, konsumen
hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima seluruh klausul yang ada atau menolak
transaksi. Hal ini tentu menempatkan konsumen pada posisi yang tidak
menguntungkan, terutama ketika terdapat klausul yang merugikan. Untuk mengatasi
kondisi ini, UUPK dalam Pasal 18 melarang pelaku usaha mencantumkan klausul baku
yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, penolakan pengembalian barang, atau
pemberian kuasa sepihak yang merugikan konsumen (Sholihan et al., 2024).

Selain itu, perlindungan konsumen juga berkaitan erat dengan prinsip good faith
(itikad baik) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian yang sah
menurut hukum tidak hanya mengikat apa yang secara tegas disepakati, tetapi juga
apa yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau
undang-undang. Dengan demikian, pelaku usaha dituntut untuk beritikad baik dalam
melaksanakan perjanjian, tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga
memperhatikan kepentingan konsumen. Hal ini penting agar hubungan hukum antara
konsumen dan pelaku usaha berjalan secara adil dan proporsional (Purwani & Suraji,
2024).
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Dari perspektif yuridis, kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku
usaha bertujuan untuk menyeimbangkan relasi yang timpang antara keduanya. UUPK
dan KUHPer memberikan payung hukum yang jelas bagi konsumen untuk
memperoleh perlindungan, sekaligus memastikan bahwa pelaku usaha tidak
kehilangan haknya. Sistem hukum Indonesia menempatkan konsumen bukan sekadar
sebagai objek transaksi, melainkan subjek hukum yang memiliki kedudukan setara
dengan pelaku usaha. Dengan cara ini, keadilan dan kepastian hukum diharapkan
dapat terwujud dalam setiap aktivitas bisnis (Sulistyaningrum, 2017).

Pada akhirnya, kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha
di Indonesia menunjukkan adanya transformasi hukum dari sistem yang semula hanya
mengandalkan asas kebebasan berkontrak menuju sistem yang lebih melindungi
pihak yang lemah. Kehadiran UUPK dan penguatan prinsip itikad baik dalam
KUHPerdata menjadi bukti bahwa negara berperan aktif dalam menyeimbangkan
hubungan hukum tersebut. Dengan adanya perlindungan hukum yang komprehensif,
diharapkan tercipta iklim usaha yang sehat sekaligus memberikan jaminan keadilan
bagi konsumen (Kriswandaru, 2024).

Salah satu kasus yang cukup menyoroti perlindungan konsumen adalah kasus First
Travel pada tahun 2017. Dalam kasus ini, ribuan konsumen dirugikan karena gagal
berangkat umrah setelah membayar penuh biaya perjalanan kepada pihak biro
perjalanan. Konsumen berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki akses
langsung untuk memastikan realisasi layanan yang dijanjikan oleh pelaku usaha.
Putusan pengadilan akhirnya menjatuhkan pidana kepada pemilik biro perjalanan,
namun dari aspek perlindungan konsumen, banyak jamaah yang tidak mendapatkan
ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami. Kasus ini menunjukkan lemahnya
perlindungan konsumen, khususnya dalam hal pemulihan kerugian, meskipun sudah
ada UUPK (Amory & Mudo, 2025).

Contoh lain adalah kasus air mineral dalam kemasan (AMDK) palsu yang beredar di
beberapa daerah. Banyak pelaku usaha kecil mendaur ulang botol kemasan merek
terkenal kemudian mengisinya dengan air yang tidak terjamin kualitasnya. Konsumen
yang membeli produk tersebut dengan keyakinan bahwa produk berasal dari
perusahaan resmi akhirnya dirugikan, baik secara ekonomi maupun potensi
kesehatan. Dalam hal ini, perlindungan konsumen dijalankan melalui pengawasan
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sanksi bagi pelaku usaha yang
melakukan penipuan (Hutagalung et al., 2021).

Kasus lain yang menarik adalah sengketa konsumen dengan maskapai penerbangan
terkait keterlambatan (delay) dan pembatalan penerbangan. Banyak konsumen yang
mengeluhkan tidak adanya kompensasi yang sepadan, meskipun telah diatur dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab
Pengangkut Angkutan Udara. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen masih sulit
memperjuangkan hak-haknya meskipun requlasi sudah ada, karena faktor birokrasi,
rendahnya kesadaran hukum, dan dominasi pelaku usaha (Arifin, 2020).
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Kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa meskipun perlindungan konsumen
telah diatur dalam UUPK maupun KUHPer, implementasi di lapangan masih
menghadapi tantangan serius. Konsumen sering kali kesulitan mendapatkan ganti
rugi atau pemulihan haknya, sementara pelaku usaha memiliki kemampuan yang
lebih besar dalam memanfaatkan kelemahan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan
lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan intervensi
pemerintah sangat penting untuk menyeimbangkan kedudukan hukum konsumen
dengan pelaku usaha di Indonesia (Putri et al., 2025).

3.2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut UUPK
dan KUH Perdata

Perlindungan hukum merupakan aspek fundamental dalam menjaga keseimbangan
hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam praktiknya, hubungan hukum
antara keduanya tidak selalu seimbang, karena konsumen sering kali berada pada
posisi lemah dalam hal informasi, kemampuan ekonomi, dan akses keadilan (Suryani
& Ginting, 2024).

Menurut UUPK, konsumen memiliki hak-hak dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4,
antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi
barang dan/atau jasa; hak untuk memilih serta mendapatkan barang/jasa sesuai nilai
tukar dan kondisi yang dijanjikan; serta hak untuk mendapatkan informasi yang
benar, jelas, dan jujur. Di sisi lain, Pasal 6 UUPK juga memberikan perlindungan
kepada pelaku usaha, antara lain hak untuk menerima pembayaran sesuai
kesepakatan, hak mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad
tidak baik, serta hak untuk melakukan pembelaan dalam penyelesaian sengketa
konsumen. Sehingga UUPK tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga
memastikan bahwa pelaku usaha tetap memiliki kepastian hukum dalam
menjalankan kegiatan usahanya (Kriswandaru, 2024).

KUH Perdata juga memberikan dasar hukum hubungan antara konsumen dan pelaku
usaha, khususnya dalam hal perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan
perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Setiap transaksi antara konsumen dan
pelaku usaha sesungguhnya merupakan suatu perjanjian yang melahirkan hak dan
kewajiban timbal balik. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi prestasi sebagaimana
disepakati, maka ia dapat dianggap wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243
KUH Perdata, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan (konsumen) untuk
menuntut ganti rugi (Patricia, 2024).

Sebaliknya, KUH Perdata juga melindungi pelaku usaha dari tindakan konsumen yang
tidak beritikad baik. Misalnya, apabila konsumen tidak melaksanakan kewajiban
membayar harga barang/jasa yang telah diterima, maka pelaku usaha berhak
menuntut pemenuhan perikatan atau ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1239
KUH Perdata. Artinya, KUH Perdata menyediakan mekanisme keseimbangan agar
hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap terlindungi secara adil (Hamdaliah,
2016).
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Selain itu, UUPK juga menegaskan adanya larangan bagi pelaku usaha dalam Pasal 8-
17, misalnya melarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak
sesuai dengan standar, memberikan informasi yang menyesatkan, atau melakukan
perjanjian baku yang merugikan konsumen. Larangan-larangan ini bertujuan untuk
mencegah praktik bisnis tidak sehat yang berpotensi merugikan konsumen. Namun
demikian, dalam Pasal 7, pelaku usaha juga diberikan kewajiban yang proporsional,
antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, serta menjamin mutu
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Patricia, 2024).

Perlindungan hukum yang seimbang ini penting untuk mencegah lahirnya hubungan
yang timpang. UUPK berperan sebagai hukum khusus (lex specialis) yang mengatur
secara lebih rinci mengenai perlindungan konsumen, sementara KUH Perdata tetap
menjadi landasan hukum umum (lex generalis) yang mendasari prinsip perjanjian
antara para pihak. Dengan adanya sinkronisasi antara keduanya, konsumen
memperoleh jaminan terhadap hak-haknya, sedangkan pelaku usaha tetap memiliki
ruang kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha (Murni et al., 2018).

Implementasi perlindungan hukum ini juga ditopang oleh keberadaan lembaga
penyelesaian sengketa, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
maupun jalur pengadilan. BPSK memberikan akses penyelesaian sengketa yang relatif
cepat, murah, dan sederhana bagi konsumen, sedangkan pengadilan memberikan
ruang penyelesaian yang lebih formal. Bagi pelaku usaha, keberadaan lembaga ini
juga memberikan kesempatan untuk membela diri dari tuntutan konsumen, sehingga
tercapai penyelesaian yang adil (Masrukhin, 2023).

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa perlindungan hukum dalam konteks
hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di Indonesia tidak hanya
menitikberatkan pada salah satu pihak, melainkan berupaya menciptakan
keseimbangan. Perlindungan konsumen diposisikan sebagai upaya melindungi pihak
yang lemah, sementara perlindungan terhadap pelaku usaha ditujukan untuk menjaga
iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Kedua perangkat hukum, baik UUPK maupun
KUH Perdata, pada akhirnya harus dipahami sebagai instrumen yang saling
melengkapi demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak
(Widijantoro et al., 2020).

3.3. Kendala dan Solusi dalam Menciptakan Keseimbangan Kedudukan Hukum
antara Konsumen dan Pelaku Usaha

Keseimbangan kedudukan hukum antara konsumen dan pelaku usaha merupakan
cita-cita yang hendak diwujudkan melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan dalam KUH Perdata.
Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa keseimbangan tersebut
masih jauh dari harapan. Konsumen pada kenyataannya sering menempati posisi
yang lemah karena keterbatasan informasi, akses keadilan, serta daya tawar dalam
transaksi, sedangkan pelaku usaha memiliki kekuatan yang lebih besar dalam
menentukan isi kontrak, harga, dan distribusi produk. Kondisi ini menimbulkan
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ketidakadilan, karena hubungan yang seharusnya bersifat timbal balik justru terjebak
dalam dominasi sepihak oleh pelaku usaha (Sinaga et al., 2025).

Salah satu kendala utama adalah ketimpangan informasi antara konsumen dan
pelaku usaha. Pelaku usaha pada umumnya menguasai seluruh informasi mengenai
produk yang ditawarkan, mulai dari kualitas, komposisi, hingga risiko yang melekat.
Sebaliknya, konsumen hanya menerima informasi sebatas yang diberikan oleh pelaku
usaha, bahkan sering kali informasi tersebut tidak disampaikan secara jujur dan
lengkap. Hal ini menimbulkan kerugian karena konsumen tidak dapat membuat
keputusan yang tepat, misalnya dalam kasus iklan menyesatkan, label produk yang
tidak sesuai, atau layanan jasa yang berbeda dari perjanjian. Ketimpangan ini menjadi
semakin nyata dengan berkembangnya perdagangan digital, di mana konsumen
hanya bisa menilai produk berdasarkan deskripsi online tanpa kesempatan
memverifikasi langsung kualitas barang (Masrukhin, 2023).

Kendala berikutnya adalah kelemahan dalam penegakan hukum. Meskipun UUPK
telah memberikan dasar perlindungan yang cukup komprehensif, mekanisme
penegakan hukum sering tidak berjalan efektif. Konsumen yang dirugikan
menghadapi hambatan berupa biaya perkara yang tinggi, proses peradilan yang
panjang, dan birokrasi yang berbelit. Sementara itu, pelaku usaha yang seharusnya
dikenai sanksi hukum sering kali dapat menghindar melalui berbagai celah hukum
atau kelemahan pengawasan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang
merugikan kedua belah pihak, karena di satu sisi konsumen tidak terlindungi, dan di
sisi lain pelaku usaha yang patuh merasa tidak memperoleh keadilan akibat adanya
kompetitor yang melanggar aturan tetapi tidak ditindak tegas (Sudrajat & Yusuf,
2024).

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran hukum
masyarakat, baik dari pihak konsumen maupun pelaku usaha. Banyak konsumen yang
tidak mengetahui hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK, sehingga
enggan menuntut meskipun dirugikan. Seringkali kerugian dianggap sebagai risiko
biasa dalam transaksi, bukan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dituntut.
Sebaliknya, pelaku usaha juga kerap mengabaikan kewajiban hukumnya karena
menilai bahwa kepatuhan hukum akan menambah biaya produksi atau mengurangi
keuntungan. Rendahnya kesadaran hukum ini diperparah oleh minimnya edukasi
publik serta kurangnya peran pemerintah dalam sosialisasi UUPK kepada masyarakat
luas (Agustini et al., 2024).

Masalah klasik lain adalah perjanjian baku atau standard contract yang masih marak
digunakan dalam berbagai sektor, seperti perbankan, jasa transportasi,
telekomunikasi, hingga jual beli online. Perjanjian baku sering disusun secara sepihak
oleh pelaku usaha dengan klausula yang membatasi tanggung jawab atau bahkan
membebaskan mereka dari segala risiko. Konsumen hampir tidak memiliki ruang
untuk menegosiasikan isi perjanjian tersebut, sehingga kebebasan berkontrak
sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata menjadi semu dan timpang.
Akibatnya, konsumen terpaksa menerima isi perjanjian meskipun merugikan, karena

480



Hani Riadho Nasution & Abd. Harris.

tidak adanya alternatif yang lebih baik. Situasi ini mempertegas lemahnya kedudukan
hukum konsumen dalam praktik transaksi di Indonesia (Soeharso et al., 2025).

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan
yang lebih konsisten. Pemerintah bersama lembaga terkait seperti Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) harus menjalankan fungsi pengawasannya secara tegas
dan independen. Produk yang tidak sesuai standar, iklan menyesatkan, atau
perjanjian baku yang merugikan konsumen harus ditindak dengan sanksi tegas agar
pelaku usaha tidak merasa bebas melakukan pelanggaran. Selain itu, regulasi juga
perlu diperbarui mengikuti perkembangan zaman, misalnya perlindungan konsumen
dalam transaksi e-commerce yang semakin kompleks (Novita & Santoso, 2021).

Solusi berikutnya adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi
dan sosialisasi. Konsumen perlu memahami hak-haknya sehingga berani menuntut
ketika dirugikan, sementara pelaku usaha harus menyadari bahwa kepatuhan hukum
bukan sekadar kewajiban, melainkan juga strategi bisnis jangka panjang untuk
membangun kepercayaan konsumen. Pendidikan hukum masyarakat dapat dilakukan
melalui kampanye publik, kurikulum pendidikan, serta peran media dalam
menyebarkan informasi yang benar mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi
(Apriani, 2019).

Selain itu, reformasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa konsumen juga sangat
diperlukan. Proses penyelesaian melalui BPSK harus lebih sederhana, cepat, dan
murah, sehingga konsumen memiliki akses yang lebih besar terhadap keadilan.
Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase konsumen juga dapat
diperkuat agar tercapai solusi win-win antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam
jangka panjang, hal ini akan meningkatkan kepastian hukum, menumbuhkan iklim
usaha yang sehat, serta mendorong kepercayaan publik terhadap sistem hukum (lzazi
etal., 2024).

Akhirnya, keseimbangan kedudukan hukum antara konsumen dan pelaku usaha
hanya dapat tercapai jika ada sinergi antara regulasi yang tegas, penegakan hukum
yang konsisten, dan kesadaran hukum dari semua pihak. Perlindungan konsumen
tidak boleh diartikan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pelaku usaha, melainkan
sebagai upaya menciptakan hubungan hukum yang adil, wajar, dan sehat. Begitu pula
perlindungan pelaku usaha harus dipahami sebagai jaminan kepastian hukum dalam
berusaha, bukan sebagai legitimasi untuk mengabaikan hak-hak konsumen. Dengan
demikian, tujuan utama hukum, yakni menciptakan keadilan dan keseimbangan
dalam masyarakat, dapat benar-benar terwujud dalam praktik hubungan antara
konsumen dan pelaku usaha di Indonesia (Mutiara & Ginting, 2023).

4. Penutup

Kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha di Indonesia,
dapat ditegaskan bahwa konsumen masih berada dalam posisi yang lemah karena
keterbatasan akses informasi, minimnya pemahaman atas hak-hak hukum, serta
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dominasi pelaku usaha dalam menentukan syarat-syarat perjanjian. Meski UUPK dan
KUH Perdata telah menempatkan konsumen sebagai subjek hukum yang harus
dilindungi, praktik di lapangan menunjukkan masih sering terjadi pelanggaran, seperti
pemberlakuan klausula baku yang merugikan konsumen, penyalahgunaan posisi
tawar oleh pelaku usaha, serta kelalaian dalam pemenuhan standar produk dan jasa.
Dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha, regulasi
sebenarnya telah memberikan landasan yang jelas untuk menjamin keseimbangan
hak dan kewajiban, di mana konsumen berhak memperoleh rasa aman, keadilan,
serta kepastian atas barang dan jasa, sementara pelaku usaha berhak memperoleh
perlindungan dari tuntutan yang tidak beralasan selama mereka beritikad baik dalam
menjalankan usahanya. Namun, keberadaan aturan hukum tersebut belum
sepenuhnya diimplementasikan secara efektif, sehingga posisi konsumen masih
rentan terhadap kerugian akibat perilaku usaha yang tidak jujur dan tidak
bertanggung jawab. Selanjutnya, terkait kendala dan solusi dalam menciptakan
keseimbangan kedudukan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, terlihat bahwa
masalah utama terletak pada lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran
hukum konsumen, serta kurangnya tanggung jawab sebagian pelaku usaha terhadap
kewajiban hukum yang telah diatur. Kendala lain juga muncul dalam bentuk birokrasi
yang panjang, terbatasnya akses konsumen pada mekanisme penyelesaian sengketa,
serta kecenderungan konsumen untuk menerima kerugian tanpa memperjuangkan
haknya karena merasa tidak memiliki kekuatan hukum yang seimbang. Oleh karena
itu, solusi yang perlu dilakukan adalah memperkuat peran pemerintah melalui
pengawasan ketat terhadap praktik usaha, meningkatkan fungsi lembaga
perlindungan konsumen, serta mendorong edukasi hukum bagi masyarakat agar lebih
kritis dalam menghadapi pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha juga harus
ditanamkan kesadaran etis dan hukum untuk menjalankan usaha secara jujur dan
bertanggung jawab, sehingga tercipta hubungan hukum yang harmonis, adil, dan
saling menguntungkan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keseimbangan
kedudukan hukum antara konsumen dan pelaku usaha benar-benar dapat terwujud
secara nyata dalam praktik, bukan hanya sebatas amanat normatif dalam peraturan
perundang-undangan.
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